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Abstract. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting local
economic activity, yet many rural business actors still face difficulties in fulfilling business legality and
halal assurance requirements. This community service activity was conducted as part of the 2026 KKN
Nusantara program in Cisimeut Induk Village, Lebak Regency, Banten Province, with the objective of
assisting MSME actors in understanding and accessing business legality and halal certification services.
The activity used a participatory approach involving observation, direct communication, education,
administrative assistance, and evaluation. Assistance focused on the preparation of business data,
registration of the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) through the Online Single
Submission (OSS) system, and guidance on halal certification according to the applicable requirements
and scheme. The activity showed that direct assistance was useful in improving participants' understanding
of the function of NIB, the importance of halal certification, and the administrative steps required to access
digital public services. NIB was understood not merely as an administrative document but as an important
foundation for more orderly business management and access to business development programs.
Meanwhile, halal certification was introduced as both a form of regulatory compliance and a potential
added value for consumer trust and market access. The activity also identified that digital literacy,
administrative readiness, and understanding of halal production processes remain important challenges.
Therefore, continued assistance from village institutions, halal service partners, and other stakeholders is
needed to ensure that MSMEs can independently maintain their legality, complete certification processes,
and use these assets for sustainable business development.
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Abstrak.. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang aktivitas
ekonomi masyarakat desa, namun sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pemenuhan
legalitas usaha dan jaminan kehalalan produk. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bagian dari
KKN Nusantara 2026 di Desa Cisimeut Induk, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan tujuan
membantu pelaku UMKM memahami dan mengakses layanan legalitas usaha serta sertifikasi halal.
Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi, komunikasi langsung, edukasi,
pendampingan administrasi, dan evaluasi. Pendampingan diarahkan pada persiapan data usaha, pembuatan
Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pemberian arahan
mengenai pengajuan sertifikasi halal sesuai persyaratan dan skema yang berlaku. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM
mengenai fungsi NIB, pentingnya sertifikasi halal, serta tahapan administrasi dalam mengakses layanan
publik berbasis digital. NIB dipahami bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai
fondasi tertib usaha dan salah satu prasyarat untuk mengakses program pengembangan usaha tertentu.
Sertifikasi halal diperkenalkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan sekaligus potensi nilai tambah
yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan akses pasar. Kegiatan juga menunjukkan bahwa
literasi digital, kesiapan administrasi, dan pemahaman mengenai proses produk halal masih menjadi
tantangan yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan kolaborasi
antara pemerintah desa, lembaga layanan halal, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar pelaku
UMKM mampu mempertahankan legalitas, menyelesaikan proses sertifikasi, serta memanfaatkannya
untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Kata kunci: NIB; OSS; pendampingan; sertifikasi halal; UMKM

Naskah Masuk: 01 Agustus 2026; Revisi: 02 Agustus 2026; Diterima: 03 Agustus 2026; Terbit: 28
Agustus 2026.



PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKAST HALAL BAGI UMKM DESA CISIMEUT INDUK
UNTUK PENGUATAN LEGALITAS DAN DAYA SAING

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai posisi penting dalam
kehidupan ekonomi masyarakat. Di tingkat desa, UMKM tidak hanya menjadi sumber
pendapatan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi lokal yang
memanfaatkan keterampilan, jaringan sosial, dan sumber daya yang tersedia di
lingkungan masyarakat. Produk makanan dan minuman yang dikelola masyarakat
memiliki peluang untuk berkembang apabila didukung dengan pengelolaan usaha,
legalitas, kualitas produk, dan strategi pemasaran yang memadai.

Salah satu persoalan yang sering dijumpai pada UMKM adalah belum optimalnya
pemenuhan aspek legalitas dan administrasi usaha. Pelaku usaha rumah tangga dapat
lebih berfokus pada produksi dan penjualan sehingga proses administrasi sering belum
menjadi prioritas. Pendampingan pembuatan NIB melalui OSS pada sejumlah kegiatan
pengabdian menunjukkan bahwa layanan digital dapat membantu legalisasi usaha, tetapi
pelaku UMKM tetap membutuhkan bantuan untuk memahami prosedur dan menyiapkan
data yang diperlukan (Diana et al., 2022; Khumaidi et al., 2022).

NIB memiliki fungsi sebagai identitas pelaku usaha dan menjadi bagian penting dari
tertib administrasi. Dalam konteks sertifikasi halal, kepemilikan NIB skala mikro atau
kecil juga menjadi salah satu kriteria pada program SEHATI 2026. BPJPH menyediakan
1,35 juta kuota sertifikat halal gratis bagi UMK pada 2026 dengan kriteria tertentu,
termasuk kepemilikan NIB skala UMK, penggunaan bahan yang telah dipastikan
kehalalannya, proses produksi sederhana, dan pemenuhan dokumen pengajuan melalui
SIHALAL (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH], 2026).

Urgensi sertifikasi halal juga berkaitan dengan perkembangan regulasi jaminan
produk halal. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan
penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan memperbarui kerangka pelaksanaan
kewajiban sertifikasi halal di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Dalam
kondisi tersebut, kemampuan pelaku UMKM untuk memahami persyaratan, menyiapkan
dokumen, dan menggunakan layanan digital menjadi semakin penting.

Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sertifikasi halal
dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen, kualitas pengelolaan
usaha, dan daya saing UMKM. Pendampingan sertifikasi halal juga membantu mengatasi

keterbatasan informasi dan kemampuan administratif yang menjadi hambatan bagi pelaku
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usaha (Wahyuni et al., 2023; Anam et al., 2023; Cahyani et al., 2024). Namun, kajian
yang secara bersamaan menggambarkan pendampingan NIB dan sertifikasi halal dalam
konteks KKN di Desa Cisimeut Induk masih terbatas. Oleh karena itu, kegiatan ini
penting untuk mendokumentasikan proses pendampingan, tantangan yang ditemui, serta
manfaat yang dirasakan dari sisi pemahaman dan kesiapan administrasi pelaku UMKM.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku
UMKM Desa Cisimeut Induk agar memahami fungsi NIB, mampu mengikuti proses
administrasi melalui OSS, serta memahami persyaratan dan tahapan pengajuan sertifikasi
halal. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong pemanfaatan legalitas dan sertifikasi
sebagai fondasi pengembangan usaha, peningkatan kepercayaan konsumen, dan

perluasan peluang pemasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Legalitas Usaha dan Nomor Induk Berusaha

Legalitas usaha merupakan bagian dari tata kelola yang mendukung keberadaan
usaha secara tertib. Pada UMKM, legalitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan
administratif, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk terhadap berbagai layanan
pemerintah dan program pengembangan usaha. NIB menjadi identitas dasar pelaku usaha
yang diperoleh melalui sistem OSS. Kegiatan pendampingan di berbagai daerah
menunjukkan bahwa bantuan langsung diperlukan karena sebagian pelaku UMKM belum
terbiasa dengan proses administrasi berbasis digital (Khumaidi et al., 2022; Diana et al.,
2022).

Pendekatan pendampingan menempatkan pelaku usaha sebagai subjek yang perlu
memahami proses, bukan sekadar menerima hasil pendaftaran. Dengan demikian,
pendampingan NIB sebaiknya mencakup identifikasi data, penjelasan fungsi dokumen,
praktik pengisian, dan evaluasi agar pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses

layanan secara mandiri.

2.2 Sertifikasi Halal dan Nilai Tambah Produk

Sertifikasi halal merupakan instrumen jaminan bahwa produk memenuhi ketentuan

kehalalan yang berlaku. Bagi UMKM pangan, sertifikasi halal mempunyai dimensi
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kepatuhan sekaligus ekonomi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat
memperkuat kepercayaan konsumen dan menjadi nilai tambah bagi produk UMKM
(Anam et al., 2023; Wahyuni et al., 2023; Tsaniyah et al., 2025).

Pendampingan menjadi penting karena hambatan UMKM tidak selalu berupa biaya,
tetapi juga keterbatasan pengetahuan mengenai bahan, proses produksi, dokumen, dan
sistem layanan digital. Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa sosialisasi dan
pendampingan teknis dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM
dalam mengurus sertifikasi halal (Hasni et al., 2024; Cahyani et al., 2024; Nufaisa et al.,
2024).

2.3 Pendampingan sebagai Strategi Pemberdayaan

Pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan proses
pembelajaran bersama yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan
praktis masyarakat. Pada konteks UMKM, pendampingan dapat membantu pelaku usaha
menerjemahkan prosedur administratif yang bersifat digital menjadi langkah-langkah
yang lebih mudah dipahami. Model partisipatif juga memungkinkan pendamping
memperoleh informasi mengenai kondisi usaha secara langsung sehingga solusi dapat
disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelaku usaha.

Pengalaman berbagai program pengabdian menunjukkan bahwa keberhasilan
pendampingan tidak hanya ditentukan oleh terselesaikannya proses pendaftaran, tetapi
juga oleh peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha untuk melanjutkan

proses secara mandiri (Handayani et al., 2024; Djibran et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendampingan
yang dilaksanakan sebagai bagian dari KKN Nusantara 2026 di Desa Cisimeut Induk,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM masyarakat
desa, terutama usaha yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. Pendekatan
yang digunakan adalah partisipatif-deskriptif, dengan menempatkan mahasiswa sebagai
fasilitator yang membantu masyarakat memahami prosedur legalitas dan sertifikasi halal.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi kondisi usaha, komunikasi
langsung dengan pelaku UMKM, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi melalui

percakapan setelah pendampingan. Tahapan kegiatan terdiri atas lima tahap, yaitu (1)
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identifikasi kebutuhan dan status legalitas; (2) edukasi mengenai NIB dan sertifikasi
halal; (3) persiapan data dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS; (4)
pendampingan pengajuan sertifikasi halal sesuai skema yang relevan; dan (5) evaluasi
pemahaman dan tindak lanjut.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi pemahaman
pelaku UMKM sebelum dan setelah memperoleh penjelasan serta pendampingan. Fokus
analisis bukan pada pengujian statistik, melainkan pada perubahan pemahaman, kesiapan
administrasi, kemampuan mengikuti prosedur digital, dan kesadaran terhadap pentingnya
legalitas serta kehalalan produk. Karena kegiatan ini merupakan pendampingan, hasil
yang disampaikan dibatasi pada temuan lapangan yang diperoleh selama pelaksanaan dan

tidak mengklaim penerbitan sertifikat halal apabila proses resmi belum selesai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai legalitas usaha
menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku UMKM. Sebagian masyarakat telah
menjalankan usaha secara aktif, tetapi belum sepenuhnya memahami fungsi NIB dan
manfaat memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk
memberikan edukasi sebelum masuk pada tahap pendampingan teknis.

Pendekatan edukatif diperlukan agar masyarakat tidak sekadar mengikuti proses
pendaftaran, tetapi memahami alasan legalitas usaha diperlukan. Penjelasan dilakukan
dengan bahasa sederhana dan dikaitkan dengan kondisi usaha sehari-hari. Pola ini sejalan
dengan kegiatan pendampingan di daerah lain yang menemukan bahwa keterbatasan
pemahaman administrasi menjadi salah satu hambatan utama legalisasi UMKM (Diana

et al., 2022; Khumaidi et al., 2022).

4.2 Pendampingan Pembuatan NIB melalui OSS

Setelah memperoleh edukasi, pelaku UMKM didampingi dalam menyiapkan data
dan mengikuti tahapan pembuatan NIB melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan

secara langsung agar pelaku usaha dapat memahami alur administrasi digital dan tidak
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hanya menyerahkan proses kepada pendamping. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator
yang menerjemahkan prosedur administratif menjadi langkah-langkah praktis.

Temuan ini memperlihatkan bahwa literasi digital merupakan bagian penting dari
legalisasi UMKM. Hambatan pada tahap administrasi bukan selalu karena penolakan
terhadap legalitas, tetapi dapat berasal dari ketidakterbiasaan menggunakan layanan
daring. Dengan praktik langsung, pelaku usaha memperoleh pengalaman menggunakan
layanan administrasi dan diharapkan dapat melanjutkan proses serupa secara lebih
mandiri. Hasil tersebut sejalan dengan laporan pengabdian yang menunjukkan bahwa
pemanfaatan OSS membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas sekaligus
meningkatkan pemahaman mengenai tertib usaha (Khumaidi et al., 2022).

NIB juga mempunyai relevansi dengan akses terhadap program sertifikasi halal
gratis. BPJPH menyebut kepemilikan NIB skala mikro atau kecil sebagai salah satu
kriteria SEHATI 2026. Karena itu, pendampingan NIB dapat dipandang sebagai tahap
awal yang mendukung kesiapan UMK untuk mengakses layanan halal, meskipun
pemenuhan NIB saja tidak otomatis membuat usaha memenuhi seluruh persyaratan

sertifikasi (BPJPH, 2026).

4.3 Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal diarahkan pada pemahaman persyaratan, bukan
sekadar pengisian formulir. Pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai pentingnya
memastikan bahan yang digunakan, proses produksi, serta dokumen pendukung sesuai
ketentuan. Untuk pelaku usaha yang memenuhi kriteria skema self declare,
pendampingan diarahkan mengikuti ketentuan BPJPH dan mekanisme SIHALAL.

BPJPH membuka 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis melalui Program SEHATI
2026. Kriteria yang ditetapkan antara lain memiliki NIB skala UMK, menggunakan
bahan yang telah dipastikan kehalalannya, memiliki proses produksi sederhana, dan
memenuhi dokumen pengajuan. Dengan demikian, pendampingan perlu dilakukan secara
hati-hati agar pelaku usaha memahami bahwa tidak semua usaha otomatis memenuhi
kriteria self declare (BPJPH, 2026).

Pengalaman kegiatan di Desa Cisimeut Induk menunjukkan bahwa penjelasan
mengenai bahan dan proses produksi menjadi bagian yang penting. Pelaku usaha perlu
memahami bahwa status halal tidak hanya ditentukan oleh nama produk, tetapi juga

berkaitan dengan bahan dan proses yang digunakan. Temuan ini konsisten dengan
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berbagai kegiatan pengabdian yang menempatkan edukasi, pemeriksaan dokumen, dan
pendampingan teknis sebagai tahapan penting dalam proses sertifikasi (Hasni et al., 2024;

Cahyani et al., 2024; Nufaisa et al., 2024).

4.4 Sertifikasi Halal sebagai Nilai Tambah Produk UMKM

Sertifikasi halal dapat dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi
juga sebagai nilai tambah yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen. Sejumlah
penelitian dan kegiatan pengabdian menemukan hubungan antara sertifikasi halal,
kepercayaan konsumen, dan peluang pengembangan pasar UMKM (Anam et al., 2023;
Tsaniyah et al., 2025; Efendi et al., 2026).

Bagi pelaku UMKM Desa Cisimeut Induk, pemahaman tersebut penting karena
produk lokal tidak cukup hanya memiliki kualitas rasa. Informasi mengenai kehalalan,
keamanan, dan keteraturan usaha dapat menjadi bagian dari komunikasi nilai produk
kepada konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal setelah seluruh proses resmi terpenuhi,
pelaku usaha memiliki kesempatan membangun citra produk yang lebih terpercaya dan

memperluas peluang pemasaran.

4.5 Peran Mahasiswa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pendampingan memperlihatkan bahwa mahasiswa dapat mengambil peran
sebagai penghubung antara masyarakat dan informasi layanan publik. Dalam pelaksanaan
KKN, mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga berusaha
memahami persoalan masyarakat dan memberikan solusi sesuai kapasitas. Pendekatan
tersebut membuat kegiatan lebih dekat dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.

Pendampingan juga menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa. Mahasiswa
memperoleh pengalaman berinteraksi dengan pelaku usaha dan memahami bahwa
persoalan UMKM tidak selalu berkaitan dengan modal, tetapi juga mencakup
administrasi, literasi digital, pemasaran, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan
regulasi. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa memberikan akses pendampingan yang
lebih dekat, sedangkan bagi mahasiswa kegiatan menjadi ruang penerapan pengetahuan

akademik secara langsung.

4.6 Tantangan dan Keberlanjutan Program

Meskipun pendampingan memberikan manfaat, proses legalitas dan sertifikasi halal

tetap membutuhkan keberlanjutan. Tidak semua proses dapat diselesaikan dalam satu kali
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pertemuan karena terdapat tahapan administratif, verifikasi, dan keputusan resmi dari
lembaga berwenang. Oleh karena itu, pendamping perlu menjelaskan status proses secara
jujur dan tidak menyatakan suatu produk telah bersertifikat halal sebelum sertifikat resmi
diterbitkan.

Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa,
pendamping proses produk halal, lembaga pendamping, dan pihak terkait lainnya. Pelaku
UMKM juga perlu didorong agar tidak berhenti setelah memperoleh NIB atau sertifikat
halal. Legalitas tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kemasan, meningkatkan
kualitas produk, menggunakan pemasaran digital, menyusun pencatatan usaha, dan
memperluas jaringan pemasaran.

Temuan kegiatan ini memperkuat hasil berbagai program pengabdian yang
menunjukkan bahwa pendampingan teknis dan edukasi masih dibutuhkan setelah
sosialisasi awal. Keberlanjutan menjadi penting agar perubahan tidak berhenti pada
penyelesaian administrasi, tetapi berkembang menjadi peningkatan kapasitas usaha

(Amelia et al., 2024; Kurniawati & Pertiwi, 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di
Desa Cisimeut Induk, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merupakan bentuk kontribusi
mahasiswa KKN Nusantara 2026 dalam mendukung penguatan legalitas dan daya saing
usaha masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan, edukasi,
persiapan administrasi, pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, serta pemberian
arahan mengenai pengajuan sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendampingan membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi
legalitas usaha, pentingnya jaminan kehalalan produk, serta penggunaan layanan
administrasi berbasis digital. NIB dapat menjadi fondasi tertib administrasi dan salah satu
prasyarat untuk mengakses program tertentu, sedangkan sertifikasi halal dapat menjadi
jaminan kepada konsumen sekaligus nilai tambah bagi produk UMKM. Keterbatasan
kegiatan terletak pada waktu pendampingan yang terbatas dan adanya tahapan resmi yang
membutuhkan proses lanjutan di luar kegiatan KKN. Karena itu, disarankan agar
pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait melanjutkan pendampingan, terutama

untuk memastikan status pengajuan, membantu pemenuhan dokumen, serta mendorong
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pelaku UMKM memanfaatkan legalitas dan sertifikasi untuk pengembangan pemasaran

dan kualitas usaha secara berkelanjutan.
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